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ABSTRAK 

Globalisasi memicu adanya perubahan perilaku kehidupan masyarakat, Perubahan ini menyertakan 
pola-pola kejahatan yang bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan 
yang dinamis modern salah satunya kejahatan konvensional yang marak terjadi di Indonesia, 
termasuk wilayah Banjar.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar kebutuhan, 
perencanaan, implementasi, dan hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan penegakan hukum 
kejahatan konvensional di POLRES Banjar.  Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif 
deskriptif, data bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan observasi, 
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada UU No 8 tahun 
1980 mengenai KUHAP dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana serta 
menggunakan model Context, Input, Processes dan Product (CIPP). Diperoleh hasil bahwa  dalam 
tahap evaluasi latar kebutuhan (Content) wilayah Kabupaten Banjar dipengaruhioleh kondisi 
wilayah, kondisi masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat 
pendapatan masyarakat, pada tahap evaluasi perencanaan POLRES Banjar, masih kurang memadai 
karna keterbatasan seperti jumlah personel, aspek kompetensi dll. Pada tahap evaluasi implementasi 
terdapat faktor yang dinilai kurang optimal. Dan pada tahap evaluasi hasil capaian Output yang 
dicapai yaitu terwujudnya kesiapan Polres Banjar dalam melaksanakan penegakan hukum 
kejahatan konvesional, terwujudnya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan dan terwujudnya 
kepercayaan masyarakat.  
  
Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Penegakan Hukum 

 
 

 ABSTRACT 
Globalization triggers changes in the behavior of people's lives. This change includes crime 
patterns that shift from traditional static crime patterns to modern dynamic crime patterns, one of 
which is conventional crime that is rife in Indonesia, including the Banjar area. The purpose of this 
study was to determine the background of the needs, planning, implementation, and results 
achieved from the evaluation of conventional crime law enforcement policies at the Banjar 
POLRES. This research is a descriptive qualitative research, data sourced from primary data and 
secondary data collected by observation, interviews and literature study. The analytical technique 
used refers to Law No. 8 of 1980 concerning the Criminal Procedure Code and Perkap No. 6 of 
2019 concerning the investigation of criminal acts and using the Context, Input, Processes and 
Product (CIPP) model. The results showed that in the evaluation stage the background needs 
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 (Content) of the Banjar Regency area was influenced by regional conditions, community 

conditions, population density levels, education levels and community income levels. etc. At the 
implementation evaluation stage there are factors that are considered less than optimal. And at the 
evaluation stage of the results, the output achieved is the realization of the readiness of the Banjar 
Police in carrying out conventional crime law enforcement, the realization of legal certainty, the 
realization of a sense of justice and the realization of public trust.  
 
Key word: Evaluation, Policy, Policy Evaluation, Law Enforcement 
 
PENDAHULUAN 
Permasalahan keamanan dalam negeri, 
menjadi masalah yang sangat krusial seiring 
dengan arus globalisasi. Globalisasi berhasil 
mengubah karakteristik kejahatan yang semula 
hanya berada dalam lingkup domestik suatu 
negara kemudian bergeser menjadi lintas batas 
negara atau bahkan menjadi kejahatan 
transnasional yang lebih modern, memiliki 
mobilitas tinggi serta mengalami 
perkembangan mulai dari aspek modus 
operandi, ruang dan dimensinya. Dengan 
demikian “nature” dari kejahatan 
transnasional, baik yang organized maupun 
yang unorganized, tidak dapat dipisahkan dari 
fenomena globalisasi. 
 
Perkembangan era globalisasi juga telah 
memicu  adanya perubahan dari pola perilaku 
kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah 
pola yang dinamis modern. Perubahan ini 
menyertakan pola-pola kejahatan sebagai 
subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-
pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola 
kejahatan yang dinamis modern. 
 
Merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 
7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan 
Gangguan Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat, yang menggolongkan kejahatan 
atas empat kategori kejahatan yang selalu 
menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas 
Polri, yaitu: kejahatan konvensional, kejahatan 
transnasional, kejahatan terhadap kekayaan 
negara, kejahatan yang berdampak kontijensi 
dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. 
 
Dari berbagai jenis kejahatan tersebut di atas, 
salah satu genus kejahatan yang marak terjadi 
di Indonesia adalah kejahatan konvensional. 
Kejahatan konvensional adalah kejahatan 
terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan 
yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun 
psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa 

maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam 
negeri. Bentuk kejahatan tersebut di antaranya 
perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, 
pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, 
pembunuhan, perkosaan, penipuan, 
penggelapan, pembakaran, pengrusakan, 
pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. 
Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan. 
 

Tabel 1.1 
Jumlah kasus Kejahatan konvensional yang 

Berhasil ditangani Polri 
Pada Tahun 2020 

No Jenis Kejahatan 

Jumlah 
Kasus 

Berhasil 
Ditangani 

1. pengeroyokan 7.855  
2. pencurian kendaraan 

bermotor 
16.329  

3. penggelapan 13.991 
4. pencurian biasa 10.868 
5. penganiayaan berat 13.891 
6. penipuan / perbuatan 

curang 
20.039 

7. pencurian dengan 
pemberatan 

24.279 

Sumber : Mabes Polri tahun 2020 
 
Tingginya tingkat kejahatan konvenional di 
Indonesia terlihat pada table diatas. Salah satu 
wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat 
kejahatan konvensional cukup tinggi adalah 
daerah Banjar. Kabupaten Banjar merupakan 
wilayah penyumbang kasus tindak kejahatan 
konvensional yang paling banyak di Provinsi 
Kalimantan Selatan pada setiap tahunnya 
dibandingkan kabupaten/kota lainnya (BPS, 
2020).  
 
Kebijakan atau upaya penegakan hukum 
kejahatan konvensional pada hakikatnya 
merupakan bagian integral dari upaya 
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perlindungan masyarakat (social defence) dan 
upaya mencapai kesejahteraan masyarakat 
(social welfare) (Barda Nawawi Arief, 2011: 
4). Menurut Hoefnagels yang dikutip oleh 
Barda Nawawi Arief (2011: 45) upaya 
penegakan hukum kejahatan konvensional 
dapat ditempuh dengan:  

1. Penerapan hukum pidana (criminal 
law application) 

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention 
without punishment) 

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat 
mengenai kejahatan dan pemidanaan 
lewat mass media (influencing views of 
society on crime and punishment/mass 
media). 

 
Dalam praktik penegakan hukum kejahatan 
konvensional oleh pihak Polres Banjar masih 
menghadapi berbagai kendala, baik yang 
bersifat operasional maupun prosedural legal. 
Penanggulangan kejahatan dengan sarana 
penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan 
pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi 
pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, 
khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur 
jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan 
sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui 
peraturan perundang-undangan yang lain yang 
mengatur secara jelas ketentuan pidananya 
(Pasal 103 KUHP).  
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
dalam penanggulangan kejahatan dengan 
sarana penal itu dilakukan dengan cara 
menggunakan hukum pidana sebagai sarana 
utamanya, yakni hukum pidana materiil, 
hukum pidana formil, dan pelaksanaannya 
melalui sistem peradilan pidana (criminal 
justice system) Indonesia.  
 
Evaluasi kebijakan penegakan hukum 
merupakan faktor penting yang harus 
dilakukan untuk bahan kaji ulang pelaksanaan 
penegakan hukum yang berikutnya. Paulson 
mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses 
pengujian berbagai objek atau peristiwa 
tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran 
nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan 
keputusan-keputusan yang sesuai. 
 
Salah satu tahapan penting dalam siklus 
kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan. 

Pelaksanaan kebijakan sering dianggap hanya 
merupakan pelaksanaan dari apa yang telah 
diputuskan oleh para pengambil kebijakan. 
Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan 
pelaksanaan kebijakan menjadi begitu penting 
karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-
apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik 
dan benar. 
 
Penyelenggaraan penegakan hukum kejahatan 
konvensional di Polres Banjar memiliki peran 
strategis dalam mencegah kerawanan sosial 
dimana dalam penyelenggaraannya, Polres 
Banjar melaksanakan berbagai kebijakan yang 
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. 
 
Melalui penegakan hukum kejahatan 
konvensional tersebut diharapkan mampu 
memberikan terwujudnya rasa aman, 
menjamin keselamatan hingga meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian 
di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
kajian tentang “Evaluasi Kebijakan Penegakan 
Hukum Kejahatan Konvensional di Polres 
Banjar Polda Kalimantan Selatan”. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Evaluasi 
Menurut  Marvin C. Alkin (2011:5). Definisi 
evaluasi yang sering dipergunakan menurut 
kamus adalah "untuk memastikan nilai atau 
jumlah" atau "untuk menilai." Fetterman dan 
Wandersman (dalam Davies, 2003:3) evaluasi 
dipandang sebagai alat untuk meningkatkan 
kemungkinan bahwa investasi akan 
menghasilkan sesuatu.  
Esensi dari kata dan konsep evaluasi adalah 
penilaian. Prosedur evaluasi biasanya diartikan 
sebagai proses penilaian yang secara eksplisit 
memungkinkan stakeholder untuk membuat 
suatu penilaian yang valid dan 
menghubungkannya dengan pengambilan 
keputusan.  
Evaluasi dapat mengatasi tiga jenis pertanyaan:   

1. Pertanyaan Deskriptif. Evaluasi ini 
bertujuan untuk menentukan apa yang 
sedang terjadi dan menjelaskan proses, 
kondisi, hubungan organisasi, dan 
pandangan stakeholder. 

2. Pertanyaan Normatif. Evaluasi 
membandingkan apa yang terjadi 
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 dengan apa yang harus terjadi, menilai 

kegiatan dan apakah target yang 
dicapai. Pertanyaan normatif dapat 
diterapkan pada masukan, kegiatan, 
dan output. 

3. Pertanyaan Penyebab dan dampak. 
Evaluasi ini mengkaji hasil dan 
mencoba untuk menilai apa perbedaan 
intervensi dalam membuat hasil 
 

Fungsi dan Tujuan Evaluasi 
Knox (2002) menyatakan bahwa fungsi utama 
dari evaluasi adalah untuk membantu 
pemangku kepentingan program menjelaskan 
bagaimana suatu program pendidikan bekerja 
dan apa saja yang mungkin dapat memperkuat 
program tersebut. Stufflebeam, Madaus dan 
Kellaghan (2010) fungsi evaluasi adalah untuk 
menentukan sejauh mana suatu program telah 
mencapai tujuan yang telah ditentukan atau 
ditetapkan.  
 
Menurut Chelimsky dalam Fetterman, dan 
Wandersman (2004) 3 (tiga) tujuan evaluasi, 
yaitu: (1) evaluasi untuk pengembangan 
(misalnya, informasi yang dikumpulkan untuk 
memperkuat program atau lembaga), (2) 
evaluasi untuk akuntabilitas (misalnya, 
pengukuran hasil atau efisiensi), dan (3) 
evaluasi untuk pengetahuan (misalnya, 
meningkatkan pemahaman tentang faktor-
faktor yang mendasari masalah umum). 
Stufflebeam 2004 (mengutip Alex Astin dan 
Bob Panos) menyebutkan tujuan prinsipil dari 
evaluasi adalah untuk menghasilkan informasi 
yang dapat mengarahkan keputusan mengenai 
modifikasi program pendidikan.  
 
Fungsi dan tujuan evaluasi di atas dapat 
dipahami bahwa tujuan utama dari evaluasi 
adalah mengukur nilai sesuatu yang dilakukan 
melalui monitoring secara periodik. Selain itu 
juga, evaluasi bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan, meningkatkan akuntabilitas 
program serta memperbaiki program. Dengan 
melakukan evaluasi, pelaksana kebijakan dapat 
mengukur sejauh mana efektivitas dari sebuah 
program atau kebijakan. 
 
Kebijakan 
Menurut Robert L. Schalock, (2004) kebijakan 
merupakan kursus atau metode dari suatu 
tindakan yang dipilih dari berbagai alternatif 

untuk memandu dan mempengaruhi 
pengambilan keputusan yang sekarang dan 
yang akan datang.  sedangka Suharto (1997), 
menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip 
atau cara bertindak yang dipilih untuk 
mengarahkan pengambilan keputusan. 
 
Nagel (2001) dalam Conceptual Theory and 
Policy Evaluation, yang menjelaskan bahwa, 
kebijakan publik merupakan berbagai 
alternatif kebijakan publik dari pemerintah 
yang menentukan dalam pencapaian satu set 
tujuan. Dalam penjelasan tersebut terdapat 
lima elemen kunci dari evaluasi kebijakan:  

1) Tujuan, termasuk kendala normatif 
yang dihadapi serta bobot relatif dari 
suatu tujuan. 

2) Kebijakan, program, proyek, 
keputusan, pilihan, cara, atau alternatif 
lain yang tersedia untuk mencapai 
suatu tujuan. 

3) Hubungan antara kebijakan dan 
tujuan, termasuk hubungan yang 
dibangun oleh suatu intuisi, otoritas, 
statistik, pengamatan, deduksi, 
tebakan, atau dengan cara lain.  

4) Menggambar sebuah kesimpulan 
sementara untuk sebuah kebijakan 
atau kombinasi kebijakan yang terbaik 
agar dapat diadopsi untuk mencapai 
tujuan. 

5) Menentukan apa yang diperlukan 
untuk membawa tempat kedua atau 
alternatif tempat lain naik ke tempat 
pertama. 
 

Teori Kebijakan Contextual Interaction 
Kai Spratt (2009) dalam buku Policy 
Implementation Barriers Analysis: Conceptual 
Framework and Pilot Test in Three Countries. 
Washingt, model untuk implementasi 
kebijakan tidak berarti bahwa pelaksana dapat 
menggunakan suatu proses yang sederhana, 
menggunakan perbaikan yang cepat untuk 
membuat perubahan yang cepat dalam 
perubahan jaringan implementasi jangka 
panjang, jarang terjadi seperti itu. Sebaliknya, 
model yang disederhanakan menyediakan 
kerangka kerja secara sistematis untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor 
yang dalam pelaksanaannya memiliki 
beberapa kesempatan untuk mempengaruhi. 
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Aktivitas Tim seperti itu diidentifikasi dalam 
Teori Interaksi Kontekstual (CIT). 
 
Teori Interaksi Kontekstual adalah bahwa 
kursus dan hasil dari proses kebijakan tidak 
hanya tergantung pada input (dalam hal ini 
karakteristik instrumen kebijakan), tetapi lebih 
krusial pada karakteristik pelaku yang terlibat, 
terutama motivasi, informasi dan kekuasaan 
yang dimiliki. Salah satu asumsi utama CIT 
adalah bahwa faktor yang mempengaruhi 
proses implementasi adalah interaktif. 
Pengaruh faktor apapun, baik positif atau 
negatif, tergantung pada keadaan kontekstual 
tertentu. Teori ini membedakan satu set 
"keadaan inti" atau konstruksi yang terkait 
dengan aktor yang terlibat, yang bersama-sama 
memberikan kontribusi pada implementasi. 
Konstruksi nya meliputi: 1) Motivasi; 2) 
Informasi; 3) Kekuatan; dan 4) Interaksi. 
 
Proses Kebijakan 
Proses pembuatan suatu kebijakan merupakan 
proses yang kompleks karena melibatkan 
banyak variabel maupun indicator. Menurut 
William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa 
tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai 
berikut : 

a. Tahap penyusunan agenda.  
b. Tahap formulasi kebijakan. 
c. Tahap adopsi kebijakan. 
d. Tahap implementasi kebijakan. 
e. Tahap evaluasi kebijakan. 

 
Evaluasi Kebijakan 
Menurut Lester dan Stewart, evaluasi 
kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab 
kegagalan dari suatu kebijakan. Menurut 
Anderson, secara umum evaluasi kebijakan 
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
yang mencakup substansi, implementasi dan 
dampak. 
 
Evaluasi kebijakan merupakan langkah 
terakhir dalam suatu proses kebijakan. The 
National Development Plan, mengindikasikan 
terdapat tiga jenis evaluasi:  

a. ex-ante evaluation dilakukan sebelum 
awal pelaksanaan sebuah Program, 

b. mid-term evaluation,  
c. ex-post evaluasi setelah berakhirnya 

pelaksanaan program.  

 
Tilaar dan Nugroho mengatakan bahwa sebuah 
kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja. 
Kebijakan harus diawasi, dan salah satu 
mekanisme pengawasan tersebut disebut 
sebagai evaluasi kebijakan. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa evaluasi kebijakan 
mempunyai tiga lingkup makna.  

1. Secara umum evaluasi pembuatan 
kebijakan berkenaan dengan apakah 
pembuatan kebijakan telah 
dilaksanakan; (1) menggunakan 
pendekatan yang sesuai dengan 
masalah yang hendak diselesaikan; (2) 
mengarah kepada permasalahan inti; 
(3) mengikuti prosedur yang diterima 
secara bersama, baik dalam rangka 
keabsahan maupun juga dalam rangka 
kesamaan dan keterpaduan langkah 
perumusan; dan (4) mendayagunakan 
sumber daya yang ada secara optimal, 
baik dalam bentuk sumber daya waktu, 
dana, manusia dan kondisi lingkungan 
strategis 

2. Evaluasi implementasi kebijakan 
publik. Tujuan dari evaluasi 
implementasi kebijakan adalah untuk 
mengetahui variasi dalam indikator-
indikator kinerja yang digunakan 
untuk menjawab tiga pertanyaan 
pokok, yaitu; 1) bagaiamana kinerja 
implementasi kebijakan publik?; 2) 
faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan variasi itu?; dan 3) 
bagaimana strategi meningkatkan 
kinerja implementasi kebijakan 
publik? 

3. Evaluasi lingkungan kebijakan public, 
terbagi dua, yaitu evaluasi lingkungan 
pembuatan kebijakan dan evaluasi 
lingkungan kebijakan. Evaluasi 
lingkungan pembuatan kebijakan 
menghasilkan sebuah deskripsi 
bagaimana lingkungan kebijakan 
dibuat dan kenapa kebijakan seperti 
itu. Evaluasi lingkungan kebijakan 
berkenaan dengan faktor lingkungan 
apa saja yang membuat kebijakan 
gagal atau berhasil diimplementasikan 

 
Model-Model Evaluasi Kebijakan 

1. Model Evaluasi Discrepancy 
Dikembangkan oleh Malcom Provus, model 
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 evaluasi ni berfokus pada pembandingan hasil 

evaluasi dengan performansi standar yang 
telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan 
untuk pengambilan kebijakan tentang program 
yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, 
akan dilanjutkan, atau dihentikan. Stufflebeam, 
Madaus, dan Kellaghan menyatakan bahwa 
evaluasi dalam modl ini selalu terdiri dari 
perbandingan antara kinerja (P) dengan standar 
yang telah ditetapkan (S). perbandingan ini 
menghasilkan informasi kesenjangan (D), yang 
dapat kita gunakan sebagai dasar untuk 
membuat penilaian bagus atau tidaknya 
mengenai objek yang telah dievaluasi. 
 

2. Model Evaluasi Kotak Hitam 
Model ini sangat menolong para konsumen 
dalam membeli produk (barang dan jasa). 
Konsumen sudah mempunyai informasi untuk 
mengambil keputusan mengenai barang dan 
jasa sebelum membeli barang dan jasa yang 
diperlukannya. Kelemahan dari model ini 
adalah memerlukan banyak ahli mengenai 
berbagai produk, karena jenis barang dan jasa 
banyak, maka memerlukan jenis ahli barang 
dan jasa yang banyak jenisnya. Model evaluasi 
ini juga memerlukan banyak laboratorium, alat 
ukur dan alat uji yang banyak jenisnya. 

 
3. Model Evaluasi Stake atau model 

Countenance  
Model evaluasi Stake, merupakan analisis 
proses evaluasi yang membawa dampak yang 
cukup besar dalam bidang ini, meletakkan 
dasar yang sederhana namun merupakan 
konsep yang cukup kuat untuk perkembangan 
yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake 
menekankan membedakan tiga fase dalam 
evaluasi program yaitu :  

a. Persiapan atau pendahuluan 
(antecedents)  

b. Proses / transaksi (transaction-
processes) 

c. Keluaran atau hasil (outcomes, output) 
 

4. Evaluasi Berbasis Tujuan 
Dikembangkan oleh Ralph W. Tyler (dalam 
Arikunto, 2007). Model ini secara umum 
mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh 
kebijakan, program atau proyek dapat dicapai 
atau tidak. untuk pertanggungjawaban dan 
pengambilan keputusan. Model evaluasi 
berbasis tujuan dirancang dan dilaksanakan 

dengan proses sebagai berikut; 
a. Mengidentifikasi tujuan. 
b. Merumuskan tujuan  
c. Mengembangkan metode dan 

instrument untuk menjaring data.  
d. Memastikan program telah berakhir 

dalam mencapai tujuan.  
e. Menjaring dan menganalisis 

data/informasi mengenai indikator-
indikator program. 

f. Mengukur hasil pencapaian program 
atau pengaruh intervensi atau 
perubahan yang diharapkan  

g. Mengambil keputusan mengenai 
program. 
 

5. Model Evaluasi  Context, Input, 
Process, Product (CIPP) 

Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam 
pada tahun 1966. Stufflebeam menyatakan 
model evaluasi CIPP merupakan kerangka 
yang komprehensif untuk mengarahkan 
pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi 
sumatif terhadap objek program, proyek, 
personalia, produk, institusi, dan system. 
Model evaluasi CIPP ini terdiri dari : 

a. Contect evaluation to serve planning 
decision. Tujuan utama dari evaluasi 
konteks adalah untuk menggambarkan 
konteks mengenai layanan yang 
dimaksudkan. 

b. Input Evaluation structuring decision. 
Evaluasi input menilai program yang 
diusulkan, proyek, atau strategi 
pelayanan dan terkait dengan rencana 
dan anggaran untuk melaksanakan 
upaya yang terkait dengan 
pelaksanaan kebijakan. 

c. Process evaluation to serve 
implementing decision. Pada evaluasi 
proses ini berkaitan dengan 
implementasi suatu program. 

d. Product evaluation to serve recycling 
decision. Evaluasi hasil digunakan 
untuk menentukan keputusan apa yang 
akan dikerjakan berikutnya. 
 

Penegakan Hukum 
Menurut Dellyana Shant, (1988) penegakan 
hukum dapat diartikan penyelenggaraan 
hukum oleh petugas penegak hukum. Menurut 
Satipto Rahardjo (1983), faktor-faktor yang 
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mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia 
yaitu : 

1. Faktor hukum 
2. Faktor masyarakat 
3. Faktor kebudayaan 
4. Faktor sarana dan fasilitas 
5. Faktor penegak hukum (kejaksaan, 

kehakiman, pengacara, lembaga 
pemasyarakat, dan kepolisian) 

 
Kebijakan Penegekan Hukum Pidana 
Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh 
Barda Nawawi Arief (2011: 45), upaya 
penangulangan kejahatan dapat ditempuh 
dengan: 

a. Jalur Penal, yaitu upaya yang 
dilakukan melalui jalur hukum pidana. 
Upaya ini merupakan upaya 
penanggulangan pada sifat represif, 
yakni tindakan yang dilakukan 
sesudah kejahatan terjadi 

b. Jalur Nonpenal, yaitu upaya yang 
dilakukan melalui jalur di luar hukum 
pidana. Upaya ini merupakan upaya 
penanggulangan pada sifat preventif, 
yakni tindakan yang berupa 
pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. 
 

Kejahatan Konvensional 
Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Sistem Laporan Gangguan 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 
Kejahatan konvensional merupakan kejahatan 
yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, 
baik terhadap jiwa, harta benda, dan 
kehormatan yang menimbulkan kerugian baik 
fisik maupun psikis yang dilakukan dengan 
caracara biasa maupun baru yang terjadi di 
dalam negeri.  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif, 
yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 
menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi 
atau hubungan yang ada, pendapat yang 
berkembang, proses yang sedang berlangsung, 
efek atau akibat yang terjadi, atau tentang 
kecenderungan yang tengah berlangsung. 
 
Sumber data pada penelitian kali ini yaitu data 
primer yaitu dari hasil wawancara dengan para 

informan serta data sekunder dari literatur 
artikel, serta situs di internet.  Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive Tehnik 
purposive menurut (Sugiyono, 2009) teknik 
pengambil sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu.  
 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi, 
kusioner yang menggunakan aspek Context, 
Input, Process dan Product. Teknik analisis 
data yang digunakan  pada evaluasi kebijakan 
penegakan hukum kejahtan konvensional ini 
mengacu pada UU No 8 tahun 1980 mengenai 
KUHAP dan Perkap no. 6 tahun 2019 tentang 
Penyidikan tindak pidana. Adapun Model 
evaluasi kebijakan ini menggunakan model 
yang dirumuskan oleh Stuflebeam, Madaus 
dan Kellaghan (2011) dapat dijelaskan model 
ini secara umum melihat dari aspek Context, 
Input, Processes dan Product (CIPP) 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi kebijakan penegakan hukum 
Kejahatan konvesional mengacu pada undang-
undang no 8 tahun 1980 tentang KUHAP dan 
Perkap no 6 tahun 2019 tentang penyidikan 
tindak pidana yang diukur dengan 
mengevaluasi komponen Context, Input, 
Process dan Product  (CIPP). 
 
Tahap latar kebutuhan evaluasi kebijakan 
penegakan hukum kejahatan konvensional 
(Evaluasi Context) 
Pelaksanaan penegakan hukum kejahatan 
konvesional secara khusus dilatar belakangi 
oleh maraknya angka kejahatan konvesional di 
wilayah kerja Polres Banjar, yang dari tahun 
ketahun selalu mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Yang dipengaruhi : 

1. Kondisi Wilayah, Luas nya wilayah 
tersebut dapat menjadi tantangan dan 
ancaman bagi Polres Banjar, 
mengingat jumlah personel yang ada 
tidak sesuai luasnya wilayah kerja, 
khususnya pada terjadinya berbagai 
kejahatan konvensional di wilayah 
Banjar 

2. Jumlah penduduk, Kepadatan 
penduduk dapat menyebabkan 
terbatasnya sumber-sumber kebutuhan 
pokok (sandang, pangan, papan yang 
layak) sehingga sumber-sumber 
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 kebutuhan pokok tersebut tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk. 
Ketidakseimbangan tersebut akhirnya 
membuat sebagian penduduk tidak 
mendapatkan sumber-sumber pokok 
yang layak dan memicu sebagian 
penduduk untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan melakukan 
tindakan criminal 

3. Tingkat pendidikan, pendidikan 
masyarakat di wilayah kabupaten 
Banjar masih terbatas. Rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat, dapat 
berdampak pada adanya  kesulitan 
untuk mendapatkan lahan pekerjaan 
yang layak, hal tersebut berimplikasi 
pada adanya dorongan untuk 
melakukan tindak kejahatan sebagai 
salah satu upaya mayarakat untuk 
memperoleh sumber pendapatannya. 

4. Pendapatan,  masyarakat Kabupaten 
Banjar  rata-rata masyarakat banyak 
yang berprofesi sebagai buruh, dan 
hidup dibawah garis kemiskinan. 
Rendahya pendapatan masyarakat 
dapat berdampak pada tingginya 
angka kriminalitas. 
 

Angka kejahatan di wilayah hukum Porles 
Banjar, khususnya kejahatan konvensional 
setiap tahunnya menunjukan angka yang cukup 
tinggi, yang tiap tahunnya didominasi oleh 
kejahatan pencurian atau dikenal dengan 
kejahatan 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) 
serta penganiayaan dan penggunaan senjata 
tajam, dengan trend yang fluktuatif namun 
dengan jumlah kasus yang masih tinggi setiap 
tahunnya, dengan penyelesaian perkara di atas 
70%. Dengan tingginya angka kriminilitas 
menandakan bahwa penanggulangan kejahatan 
oleh Polres Banjar selama ini masih belum 
optimal.   
 
Kebijakan penegakan hukum kejahatan 
konvensional : 

a. Sasaran dan tujuan : untuk 
mewujudkan adanya rasa keadilan, 
kepastian hukum, dan kemanfaatan 
dalam masyarakat 

b. Tugas pokok POLRI : tugas POLRI 
yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 
2002 yaitu sebagai penjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat, sebagai 
penegak hukum, sebagai pengayom 
dan pelayan masyarakat. 

c. Komitmen pimpinan POLRI : 
Pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kualitas penegakan hukum yang 
menjunjung asas praduga tak bersalah, 
keadilan dan kepastian hukum bagi 
seluruh masyarakat. 

 
Tahap perencanaan evaluasi kebijakan 
penegakan hukum kejahatan konvensional 
(input) 
Komponen evaluasi perencanaan implementasi 
kebijakan penegakan hukum kejahatan 
konvensional dengan aspek yang dievaluasi 
yaitu : 

1. Penyusunan dan penentuan personel, 
tahap penyusunan dan penentuan 
persoel dievaluasi dengan melihat 
kuantitas dan kualitas SDM Polres 
Banjar. Kurang memadainya indictor 
kualitas personel di POLRES Banjar 
ditendai dengan beberapa parameter 
seperti pemahaman, kemampuan, dan 
perilaku 

2. Penyiapan anggaran serta sarana dan 
prasarana, pada tahap ini aspek yang 
perlu dievaluasi adalah penyediaan 
dukungan anggaran dalam 
pelaksanaan penegakan hukum 
kejahatan konvensional, dalam 
kegiatan evaluasi dilihat tingkat 
kesesuaian perencanaan penyiapan 
anggaran dengan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
ditemukan di Polres banjar bahwa 85,2 
% menyatakan tingkat kesesuaian 
perencanaan penyiapan anggaran 
dengan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA). Hal ini 
menunjukkan pada perencanaan aspek 
tersebut belum sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan, dan perencanaan 
fasilitas dan sarana prasarana, untuk 
evaluasi di POLRES banjar sendiri 
diketahui bahwa tingkat sesesuaian 
sarana dan prasarana mencapai 84%. 

3. Perencanaan metode penegakan 
hukum kejahatan konvensional, 
sebagaimana yang diatur dalam 
peraturan kepolisian Nomor  6 Tahun 
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2019 tentang penyidikan tindak pidana 
dimulai dari  
a. Metode perencanaan, meliputi 

pelaksanaan penyidikan, 
persiapan penyidikan, dan 
disusunnya rencana penyidikan 
menjadi unsur pendukung 
penyidikan. 

b. Metide pengorganisasian, meliputi 
dibentuknya tim penyidik, 
disusunnya pertelaan tugas, 
ditetepkannya HTCK, adanya 
konfigurasi antar proses, dan 
adanya penentuan cara bertindak. 

c. Metode pelaksanaan, meliputi 
penyelidikan,  pengiriman SPDP, 
upaya paksa, pemeriksaan, gelar 
perkara, penyelesaian berkas 
perkara, penyerahan berkas 
perkara ke penuntut umum, 
penyerahan tersangka dan barang 
bukti; dan. penghentian 
Penyidikan. 

d. Metode pengawasan, meliputi 
penyusunan system pengawasan 
yang integrative, menyusun SOP 
yang jelas, dan menyediakan 
system laporan pengaduan 
masyarakat. 

Tahap Evaluasi kebijakan penegakan hukum 
kejahatan konvensional  di Polres Banjar 
Polda Kalimantan Selatan (Process) 
Komponen evaluasi implementasi kebijakan 
penegakan hukum kejahatan konvensional 
dengan aspek yang dievaluasi : 

1. Kegiatan penyelidikan, di Wilayah 
POLRES Banjar pelaksanaan 
penyelidikan kejahatan konvesional di 
peroleh bahwa kegiatan penyelidikan 
dimulai dari pengolahan TKP, 
Penyusupan, Pengamatan, 
Pembuntutan, Pelacakan, dan Analisis 
Dokumen. 

2. Tahap Penyidikan, meliputi dasar 
penyidikan, administrasi penyidikan, 
proses penyidikan (pemanggilan, 
penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, penyitaan, 
pemeriksaan, penyelesaian dan 
penyerahan berkas perkara),  

3. pengewasan penyidikan. 
 

Hasil yang dicapai dari evaluasi kebijakan 
penegakan hukum kejahatan konvensional di 
Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan 
(product) 

A. Terwujudnya kesiapan Polres Banjar 
dalam melaksanakan penegakan 
hukum kejahatan konvesional. Dengan 
adanya kebijakan penegakan hukum 
kejahatan konvesional di Polres Banjar 
maka  

● Polres Banjar dapat 
mempersiapkan kebutuhan 
personel saat ini 

● Mengetahui komptensi 
personel dan saat target 
kompetensi yang harus 
dimiliki personel dalam 
mendukung proses 
penyelidikan dan penyidikan 
kejahatan konvesional secara 
optimal 

● Mampu mempersiapkan dan 
membuat estimasi anggaran 
yang diperlukan dalam 
mendukung penyelidikan dan 
penyidikan kejahatan 
konvesional 

● Mampu melakukan 
penyusunan dan 
pengembangan sarana 
prasarana yang diperlukan 
dalam mendukung kegiatan 
penyelidikan dan penyidikan 

B. Terwujudnya kepastian hukum, 
pelaksanaan penegakan hukum 
kejahatan yang dilaksanakan oleh 
Polres Banjar harus menghasilkan 
adanya suatu kepastian hukum, 
dimana Polres Banjar harus mampu 
menjamin adanya kepastian waktu, 
prosedur dan biaya yang diperlukan 
dalam penyelidikan dan penyidikan 
kejahatan konvesional 

C. Terwujudnya Rasa keadilan 
 

SIMPULAN  
Evaluasi kebijakan penegakan hukum kejahtan 
konvensional di POLRES Banjar yang 
mengacu pada  UU No 8 tahun 1980 mengenai 
KUHAP dan Perkap No. 6 tahun 2019 tentang 
Penyidikan tindak pidana menggunakan model 
yang dirumuskan oleh Stuflebeam, Madaus 
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 dan Kellaghan (2011) dapat dijelaskan bahwa  

evaluasi didasarkan atas CCIP 
1. Evaluasi latar kebutuhan kebijakan  

penegakan hukum kejahatan 
konvesional (context).  Dimana 
wilayah Kabupaten Banjar yang 
dipengaruhioleh faktor gografis 
(kondisi wilayah), kondisi masyarakat, 
tingkat kepadatan penduduk, tingkat 
pendidikan dan tingkat pendapatan 
masyarakat. 

2. Evaluasi perencanaan evaluasi 
kebijakan penegakan hukum kejahatan 
konvensional (input). Perencanaan 
implementasi kebijakan penegakan 
hukum kejahatan konvesional di 
wilayah POLRES Banjar, masih 
kurang memadai. Hal ini ditandai 
dengan adanya : terbatasnya jumlah 
personel yang kurang relevan dan 
seimbang antara DSP dan Rill, 
terbatasnya aspek kompetensi personel 
dilihat dari faktor pengetahuan, 
kemampuan dan perilaku, terbatasnya 
dukungan anggaran dari mata 
anggaran DIPA baik untuk 
penanganan kasus mudah,  sedang dan 
sulit. 

3. Evaluasi implementasi kebijakan 
publik di Polres Banjar dalam 
penegakan hukum kejahatan 
konvensional  (Process). Dalam 
implementasi kebijakan penegakan 
hukum kejahatan konvensional 
terdapat faktor yang dinilai kurang 
optimal. 

4. Evaluasi Hasil yang dicapai dari 
evaluasi kebijakan penegakan hukum 
kejahatan konvensional (product). 
Output yang dicapai dari implementasi 
penegakan hukum kejahatan 
konvensional yang meliputi aspek 
Terwujudnya kesiapan Polres Banjar 
dalam melaksanakan penegakan 
hukum kejahatan konvesional, 
Terwujudnya kepastian hukum, 

terwujudnya rasa keadilan dan 
terwujudnya kepercayaan masyarakat 
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